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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dialami oleh pegawai Bidang
Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam proses
pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah tahan kepada
Kementerian Riset dan Teknologi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya yang prosesnya
membutuhkan waktu yang lama hingga delapan bulan. Masalah tersebut timbul karena
kurangnya koordinasi antar pegawai pada bagian pengelolaan pemindahtanganan dan
pegawai pelaksana penghapusan, untuk proses pemindahtanganan hibah sendiri diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 ahun 2016 tentang Ppedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan teori Prosedur Rasto melalui enam
variabel yaitu efisien, efektif, sederhana, konsisten, fleksibel dan diterima. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi
dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses pengelolaan
pemindahtanganan barrang milik daerah sdalam bentuk hibah tanah kepada
Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2018 dalam hal keefektifan dan
bisa diterima oleh pengguna terjadi ketidakefisienan, sulit dilaksanakan, kurang konsisten,
dan tidak fleksibel. Saran teoritisyang dapat diberikan dalam manajemen pengelolaan barang
selain memperhatikan 2 hal penerimaan dan keefektifan, namun juga harus memperhatikan
4 hal keefisienan, kesederhanaan, konsistensi dan kefleksibelan Pengelolaan. Saran kepada
pihak Pemerintah Kkhususnya dalam pengelolaan baang milik daerah seharusnya
memberlakukan waktu pengelolaan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan saran untuk instansi yang
mengelola pemindahtanganan seharusnya melaksanakan pelatihan mengenai proses
pemindahtanganan, khususnya untuk para pegawai Bidang Barang Milik Daerah agar
membekali dan meningkatkan pemahaman serta mengembangkan kompetensi kerja agar
meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Pemindahtanganan, Barang Milik Daerah
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ABSTRACT

This research is motivated by the problems experienced by employees of the Asset
Sector at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province
in the process of managing the transfer of regional property in the form of holding grants to
the Ministry of Research and Technology for Sriwijaya State Polytechnic, which process
takes a long time to eight. month. This problem arises due to a lack of coordination between
employees in the management of the transfer and executing employees of the removal, for
the process of transferring grants itself is regulated in the Regulation of the Minister of
Home Affairs Number 19/2016 on Guidelines for Management of Regional Property. This
research uses the theory of the Rasto procedure through six variables, namely efficient,
effective, simple, consistent, flexible and acceptable. This study used a qualitative descriptive
method with documentation and interview data collection techniques. The result of this study
indicate that the success of the management process of the transfer of regional property in
the form of land grants to the Ministry of Research, Technology and Higher Education for
the Sriwijaya State Polytechnic in 2018 in terms of effectiveness and acceptance by users is
inefficiency, difficult to implement, inconsistent, and inflexible. The theoretical suggestions
that can be given in the management of goods management are not only paying attention to
2 things of acceptance and effectiveness, but also of paying attention to 4 things of efficiency,
simplicity, consistency and flexibility of management. Suggestions to the Government,
especially in the management of regional property, should impose time on the management
of the transfer process in the form of a grant in the Minister of Home Affairs Regulation
Number 19 of 2016 and suggestions for agencies managing the transfer should carry out
training on the transfer process, especially for employees of the Regional Property in order
to equip and improve understanding and develop work competencies in order to minimize
errors in work.

Keywords: Management, ManagementTransfer, Regional Property
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penyesuaian pedoman, baik secara
strategis maupun resmi, sejak dhibahisahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Bereaksi terhadap perubahan dalam administrasi pemerintah
terdekat, organisasi otoritas publik harus memiliki pilihan untuk bekerja lebih produktif dan
memadali, yang sangat diperlukan. Administrasi pemerintahan yang kuat sangat diperlu kan
salah satunya adalah suatu pemerintahan atau organisasi. Organisasi yang dibuat berharap
untuk bekerja sama dengan masing-masing negara bagian dan warga negara dalam
mendukung setiap kegiatan mereka baik dalam siklus regulasi, pengumpulan informasi,
konfirmasi, izin yang harus disiapkan oleh negara dalam administrasi, dengan alasan bahwa
alasan untuk kehadiran organisasi adalah untuk bekerja dengan presentasi otoritas publik

dalam melayani masyarakat umum untuk mendapatkan hak.

Seperti yang ditunjukkan oleh Roskin et al. (2009) menyatakan bahwa organisasi

adalah:

“Fungsi utama dari setiap organisasi besar yang terdiri dari pejabat yang ditunjuk
adalah untuk mengimplementasikan (mengeksekusi) kebijakan yang ditetapkan oleh
para pengambil keputusan. Idealnya, birokrasi adalah suatu sistem yang wajar atau
struktur terorganisir yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan
implementasi kebijakan publik yang efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut
terlihat jelas bahwa keberadaan organisasi adalah suatu perkumpulan yang sangat
membantu negara dan warga negara dalam pelaksanaan toleransi dan pemenuhan
tugasnya.”



Dari pengertian tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa keberadaan organisasi
merupakan suatu perkumpulan yang sangat membantu pelaksanaan negara dan warga dalam

menoleransi dan menjalankan tugasnya.

Namun demikian, ada sisi buruk dari organisasi, khususnya infeksi atau patologi
regulasi, hal ini selalu dikeluhkan oleh klien mengingat interaksi tersebut membutuhkan
waktu yang sangat lama bagi para pejabat mulai dari satu bidang kerja kemudian ke bidang
berikutnya untuk melakukan manajerial. usaha di asosiasi terbuka, banyak contoh alasan
yang diajukan oleh perwakilan administratif bereaksi terhadap penyelidikan. yang perlu

berurusan dengan catatan manajerial. Tidak jarang ini membutuhkan waktu yang lama.

Organisasi diusulkan untuk mengkoordinasikan secara konsisten suatu tugas yang
harus diselesaikan oleh banyak individu (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984:32). Oleh karena
itu, motivasi sebenarnya di balik kehadiran suatu pemerintahan adalah agar semua pekerjaan
pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat dan terkoordinasi, sehingga semua urusan
pemerintahan lingkungan di Indonesia memiliki kekuasaan, salah satunya adalah untuk
menangani administrasi barang milik provinsi. diklaim oleh organisasi yang layak, salah

satunya di wilayah Sumatera. Selatan.

Penatausahaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki landasan
yang sah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Provinsi Sumatera Selatan sebagai
salah satu daerah yang wajib melakukan sumberdaya pengurus, dengan memperhatikan
pengaturan bahwa penyelenggaraan barang milik daerah merupakan salah satu komponen
penting dalam menilai penyelenggaraan pameran pemerintah daerah, khususnya dengan

menerapkan standar pemerintahan yang berwibawa secara memadai dan



efektif, penting untuk mendalangi tindakan-tindakan dalam menangani penatausahaan

barang milik daerah.

Properti provinsi umumnya sebagai sumber daya tetap. Sumber daya tetap dalam
pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan tentang ruang lingkup pengelolaan
barang milik daerah dalam Pasal 2 Bab Il Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, khususnya:

1 permintaan untuk perencanaan dan anggaran,
. pengadaan,

. Digunakan,

. Digunakan,

. Keamanan,

. pemeliharaan,

. penilaian,

. pemindahan,

9. perusak,

10. Dihapus,

11. Manajemen,

12. Pelatih,

13. Pengawasan dan
14. Kontrol.

O~NO O WwWN

Pertukaran barang milik daerah merupakan salah satu petunjuk penyelenggaraan
barang milik teritorial. Properti provinsi yang tidak diperlukan dalam organisasi pemerintah
daerah dapat dipindahkan. Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab X Pasal 329 ayat 2 disebutkan bahwa barang milik

daerah dapat dipindahkan dengan cara:

1. Penjualan
2. Tukar-menukar
3. Hibah, dan

4. Penyertaan modal pemerintah daerah.



Salah satu tindakan pemindahtanganan yang rutin terjadi setiap tahun adalah

perpindahan sebagai hibah. Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab X Bagian Kelima tentang Hibah Pasal 400

menjelaskan bahwa pertukaran sebagai hibah dapat berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan yang tela diserahkan kepada gubernur/Bupati/Walikota;

2. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan

3. Selain tanah dan/atau bangunan.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah, Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 40 menjelaskan, hibah adalah

perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah teritorial, antara

pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah ke pertemuan yang berbeda, tanpa

memperoleh bayaran . Hibah biasanya dilakukan jika ada lamaran dari perkumpulan yang

bisa mendapatkan hibah, seperti yang tergambar dalam Pasal 399, khususnya:

Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan,
atau lembaha pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta
pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari insansi
tknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga
dimaksud

Pemerintah pusat

Pemerintah daerah lainnya

Pemerintah desa

Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan Kriteria
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, atau

Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Klarifikasi di atas, maka ada laporan informasi tentang

perkumpulan yang mendapatkan hibah sesuai Pasal 399 Peremdagri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pekerjaan atau

siklusnya dimulai pada tahun 2018:



Tabel 1. Data Laporan Hibah Keluar Tahun 2018

Nomor
No Objek Hibah Luas SK NPHD BAST
1. | Hibah  Tanah  Milik | 1.915m? | 081/KPTS/ 045/Hibah/ 039/BA/
Pemerintah  Provinsi BPKAD/ BPKAD/ | BPKAD/
Sumatera Selatan yang
terletak di Kelurahan 15 2018 2018 dan 2018 dan
Ulu Kepada Mahkamah 26 04/PKSIMA/
Agung Republik Tanggab 02/BA/
Indonesia untuk 2N(())I/§m er 2018 MA/2018
Pengadilan Agama Kota
Palembang Tanggal 30 Tanggal 30
Januari 2019 | Januari
2019
2. | Hibah  Tanah  Milik | 6,039m? | 104/KPTS/ 033/Hibah/ 024/BA/
Pemerintah — Provinsi BPKAD/2017 | BAPR/2018 | BPKAD/
Sumatera Selatan yang Tanaaal 01
terletak di Jalan Mayjen Febrgugari 2017 dan 2018 dan
Yusuf Singadikane, 3706/A.A3/ | 3705/A.A3/
Kelurahan  Keramasan,
Kecamatan Kertapati _IT_L/ 201?13 PL/2018
Palembang Kepada Aang:gzao 18 Tanggal 13
Kementerian Riset pri April 2018
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi untuk
Politeknik Negeri
Sriwijaya.
3. | Hibah Tanah  Milik | 17.000m? | 273/KPTS/ 016/Hibah/ 012/BA/
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan yang BPKAD2018 | BPKAD/ BPKAD/
terletak di Jalan Kol. Hj. Tanggal 07 2018 dan 2018 dan
Burlian, Kepada Mei 2018
Kementerian Riset 02/M/NK/ 095/MIVI
Teknologi dan 2018 2018
Pendidikan Tinggi untuk
Fakultas Kedokteran Taqggal 11 Taqggal 11
Universitas Sriwijaya. Mei 2018 Mei 2018
4, | Hibah  Tanah  Milik | 10.000m? | 495/KPTS/ 042/Hibah/ 034/BA/
Pemerintah  Provinsi BPKAD/ BPKAD/ | BPKAD/

Sumatera Selatan yang
terletak di Jalan Kol. H.




Burlian, Kepada H. RM. 2018 2018 2018
Ibrahim dan Hj.

Mariamah AKib. Tanggal 05 Tanggal 05 Tanggal 05

September November November
2018 2018 2018

Sumber: Data Laporan Hibah Keluar di Bidang Barang Milik Daerah, BPKAD 2018

Dilihat dari tabel 1, sangat terlihat bahwa ada 4 eksekusi hibah yang telah selesai
dengan objek hibah tanah. Dalam tabel terdapat 4 laporan hibah tanah yang diharapkan untuk
pemerintah terdekat, organisasi pendidikan, dan pertemuan yang berbeda, khususnya

H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Bab | Ketentuan Umum Pasal 399 Ayat 6 menyatakan bahwa pihak
calon penerima hibah dapat memperoleh hibah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Mengingat masalah hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, Pasal 33, ayat 3, ditetapkan bahwa tanah, air dan sumber daya alam mereka
mengandung dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran yang lebih besar dari
orang-orang. Penyusunan Pasal 33 ayat (3) merupakan alasan untuk mencapai tujuan Negara
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mengamankan segenap tumpah darah Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintah
secara keseluruhan. Hak atas tanah dapat dimiliki atau dibatasi oleh orang atau benda sah
dengan subyek hukum sebagai orang yang dapat muncul dari penduduk Indonesia atau orang

luar yang berdomisili di Indonesia.



Mengingat persepsi penulis bahwa H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib adalah
warga Palembang, Sumatera Selatan, namun H. RM Ibrahim tinggal di JI. A. Talib 42 A.
Jambi sedangkan RHA M ariamah E ffendy A KiB , berdomisili di JI. Dago Timur No.19 A
Bandung . Jambi dan Bandung dapat dipastikan merupakan salah satu komunitas urban di

Indonesia.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, Bab | Ketentuan Umum Pasal 396 ayat 1 menyatakan bahwa pemberian

barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:

Sosial

Budaya

Keagamaan

Kemanusiaan

Pendidikan yang bersifat non komersial
Penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah

P oo oo

Mengingat persepsi penulis bahwa H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib meminta
hibah tanah karena untuk kepentingan sosial. Penjelasan Gubernur menyetujui permohonan
hibah dari 4 calon penerima hibah pada tabel 1 berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun
2016, Bab X Bagian Kelima, bagian pokok tentang Asas Umum diperjelas dalam pasal 397
ayat 2, khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan lingkungan. dengan daerah setempat,
demikian penjelasan Gubernur mendukung permohonan hibah tersebut dengan alasan tanah
tersebut terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati

Palembang :

a Bukan merupakan barang rahasia negara
b. Bukan artikel yang mendominasi kehidupan banyak orang;
C. Tidak lagi digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah.



Pada Tabel 1. Informasi laporan hibah tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu hibah

yang interaksinya telah diselesaikan oleh BPKAD Prov. Sumatera Selatan merupakan hibah

tanah bertempat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan

Mayjen Yusuf Singadikane, Desa Keramasan, Kabupaten Kertapati Palembang kepada

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

Selama melaksanakan penyerahan tanah, BPKAD Prov. Sumatera Selatan berpedoman pada

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab X Bagian Kelima, Paragraf Kedua Tentang Tata

Cara Hibah Barang Milik Daerah Dalam Pengelolaan Barang diperjelas dalam Pasal 401,

403, 404, 405 dan 406, yaitu:

10.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada pengelola barang

dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.

Pengelola Barang mengajukan peremohonan persetujan hibah kepada

Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam hal diperlukan persetujuan DPRD untuk hibah,

Gubernur/Bupati/Walikota harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan hibah kepada DPRD.

Dalam hal permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau

DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota membuat ketentuan pelaksanaan hibah yang

paling sedikit memuat:

a. Bangunan

b.  Nilai buku aset yang dapat disusutkan dari properti.

C. Nilai beli dan nilai buku aset yang dapat disusutkan,

d.  Pembagian aset dan peruntukan bukan tanah dan/atau bangunan lainnya.

Sesuai dengan keputusan perampasan, gubernur/bupati/walikota dan penerima

akan menandatangani dokumen perampasan.

Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak:

a.  Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

b.  Tujuan dan peruntukkan hibah

c.  Hak dan kewajibah para pihak

d.  Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
penerima hibah, dan;

e.  Penyelesaian Sengketa

Menurut naskah hibah, pengelola barang akan menyerahkan barang milik daerah

kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengalihan

(BAST).

Menurut Act of Transfer (BAST), manajer properti mengajukan proposal untuk

pembuangan properti daerah yang disumbangkan.

Menurut permohonan pihak yang berhak, pelaksanaan pemberian subsidi barang

milik daerah kepada pengelola barang dimulai sejak pemohon mengajukan

permohonan kepada gubernur/bupati/walikota.

Aplikasi berisi:



a. Data tentang pelamar.

b.  Alasan untuk mengajukan hibah Jenis / spesifikasi / nama properti di
daerah yang dimohonkan hibah.

c. Jumlah/area/jumlah properti area yang akan diberikan.

d.  Lokasi/data teknis, dan

a.  Surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

11. Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tm
untuk melakukan penelitian.

12.  Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan
hibah yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota berlaku mutatis
mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima
pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon.

13.  Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui
pengelola barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan
hibah, disertai dengan alasannya.

Prosedur alur pelaksanaan hibah didalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang
telah dijelaskan diatas, jika dituangkan dalam bentuk alur atau bagan akan terlihat seperti

gambar dibawah ini:

Pemindahtanganan
Barang Milik BPKAD |mp

Prov. Sumsel

Permohonan dari
pihak penerima hibah
24

Hibah Keluar s

administratif
Gubernur Sumsel

¥

Kajian penelitian &
data fisik yang
dilaporkan kepada
Gubernur Sumsel

Pembuatan naskah
hibah Barang Milik
Daerah

Keputusan Gubernur

tentang pelaksanaan
hibah

\ N\
R dais Tim Penelitian yang
Penelitian data fisik | 4 R <& dibentuk oleh
/

Usulan penghapusan Berita acara serah
BMD vyang telah 4m| terima Hibah Barang
dihibahkan Milik Daerah

Gambar 1. Alur Proses Pengelolaan Pemindahtanganan Hibah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentangPedoman Pengelolaan Baran Milik Daerah, BAB X, Bagian Kelima, Paragraf Kedua
tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah pada Pengeloa Barang.
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Berdasarkan Gambar | di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa cara pemindahan hibah
dilakukan oleh pengelola produk, khususnya BPKAD Prov. Sumatera Selatan. Namun
demikian, mengingat tata cara pelaksanaan hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterapkan
dalam Pengelolaan Transfer Sebagai Tanah Hibah kepada Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat Permasalahan bahwa
tergantung dari informasi yang didapat, pengurusannya memakan waktu yang cukup lama,
khususnya selama 8 (delapan) bulan (6 Maret 2018). sampai dengan tanggal 23 November
2018) terhitung sejak Surat Permohonan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No.
1656/PLG.4.2/SP/2018 yang diterima oleh BPKAD Prov. Sumatera Selatan, tepatnya pada
tanggal 06 Maret 2018 dan siklus terakhir tentang teknik penanganan pemindahtanganan
terkini sesuai Gambar I, khususnya usulan Pelepasan Barang Milik Daerah yang telah

dibolehkan No. 672/KPTS/BPKAD/ 2018 selesai pada 23 November 2018.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab XII Bagian Ketiga tentang
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Bagi Pengguna Barang dalam Pasal 457

menjelaskan bahwa:

1.  Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna barang
dagangan dieksekusi oleh pengelola properti.

2. Penghapusan itu terjadi setelah gubernur/bupati/walikota mengeluarkan
keputusan tentang penghapusan barang milik daerah.

3. Keputusan pembatalan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan
diterbitkan oleh Gubernur/Bupati Walikota pada hari penyerahan barang kepada
pengguna barang.

4, Pengelola Barang menyampaikan  laporan  penghapusan  kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan dan BAST
penyeraahan kepada pengguna Barang sebagimana dimaksud pada ayat (3).

5. Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Manajer properti menyesuaikan catatan properti area dalam daftar properti area.
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Pasal 457 ayat 2 menjelaskan bahwa pembatalan selesai setelah Gubernur memberikan
pilihan tentang pencabutan hak milik teritorial. Berdasarkan informasi yang didapat, SK
tersebut telah selesai pada 23 November 2018 dengan Nomor 672/KPTS/BPKAD/2018.
Pada bagian 3 (tiga) juga dijelaskan bahwa kepala daerah mengeluarkan pilihan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pengawas properti sejak tanggal akomodasi
BAST kepada Gubernur, BAST melaporkan hibah darat kepada Kementerian Riset dan
Teknologi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan Nomor 024/BA/BPKAD/2018 dan
3705/A.A3/PL/2018 selesai pada 13 April 2018. Sehingga terjadi gap yang panjang antara
akomodasi laporan BAST vyang telah selesai dan siklus terakhir berurusan dengan

pertukaran, khususnya akhir tanah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal yang membuat siklus pemindahtanganan
berlangsung cukup lama adalah tidak adanya koordinasi antara perwakilan di
pemindahtanganan segmen eksekutif dan agen diskon di Bidang Barang Milik Daerah di
BPKAD Prov. Sumatera Selatan. seperti yang harus ditangani di Kantor Gubernur Provinsi

Selatan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Menunggu Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah
yang ternyata terbitnya lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan BAST
ke Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

2. Penyampaian laporan penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan
keputusan penghapusan dan BAST dan Naskah Hibah kepada Kemenristekdikti
untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

3. Melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar pengelola barang

4,  Melakukan perubahan daftar pengelolaan pemindahtanganan barang milik

daerah yang dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan
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Pengelola Barang.

Pengerjaan tersebutlah yang membuat waktu penyelesaian pengelolaan
pemindahtanganan dilakukan selama 8 (delapan) bulan (06 Maret 2018 s.d 23 November
2018) dalam penyelesaian hibah tanah kepada Kemeristekdikti untuk Politeknik Negeri
Sriwijaya, karena itu diteliti proses birokrasi pengelolaan pemindahtanganan dalam bentuk
hibah di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan studi kasus pada Hibah Tanah Milik Pemerintah
Porvinsi Sumatera Selatan yang terletak di jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Kelurahan
Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang Kepada Kementerian Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan
masalah pada penilitian ini adalah:
1. Bagaimana keberhasilan pengelolaan pemindahtanganan baang milik daerah dalam
bentuk hibah tanah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya di

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018?

C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan masalah pada

penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah
dalam bentuk hibah tanah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya
di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2018.
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D. Manfaat Penelitian
Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka satu penelitian harus mempunyai
manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada Ilmu

Admnistrasi Publik khususnya dalam pengelolaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapan dapat memberikan kontribusi positif kepada para pengelola
keuangan pemerintah khususnya dalam pengelolaan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah.
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